
NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENTANG 

=-.a.·-~ -·-~ ~ ~ ~ 

UPAH MiNIMUl'\~1 KABUPATEN (UMK) DAN 
UPAH i'J1INIMUrv1 SEKTORAL KABUPATEN (UMSi<) 

TAHUN 2009 DI KABUPATEN BARITO UTJ\RA 

DENGAN RAHh.11AT TUHAN YANG MAHA 

a. bahvva untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian 
dari upaya mcmajul<an kesejahteraan rnasyarakat Provinsi 
Ka!im8ntan Tengah sangat penting artinya untuk rnendorong 
peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses 
prcduksi mela!ui mekanisme penetapan up&h minimum ; 

b. bahvva kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untu~( 
mev1ujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan 
kondisi daerah, sehingga per!u Menetapkan Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Scktaral Kabupaten 
(Ufv1SK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup layak (KHL) ; 

c. barTvva berdasarkan pertimbangan sebagaimam:'.i dimal'(sud dalarn 
huruf a dan b, perlu rnenetapkan Upah Minimum Kabupaten 
(U!'v!K) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (Uf✓lSK) T2ilun 
2009 di Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah. 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Ka!imantan Tengah 
Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tanun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nombr 53) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara N.omor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republil< 
ind:mesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lcrnbaran NegerE. 
Nomor 4389); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4737); 

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan 
Pengupahan; 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1899 
Upnh fviinimum ; 

8. Keputusan Menteri Tenaga \,Cerja Dan Transmigrasi Nomor 
226/fvien /2000 tentang Peruba!lan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 
Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pase:! 21 Peraturan fv''lenteri 
Tenaga Kerja Nomor Per-0'J/fv1en/1999 tentang Upah Minirnum; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kcrja Dina;:; Oaerah Provinsi 
Kaiimantan Tengah; 

10. Peraturnn Gubernur Ka!ima11tan Tengah 1',lomor 79 Tahun 2008 
Upall Minimum Pro\/1nsi (Urv1P) don Upah 
Provinsi (UMSP) Ta1mn 2009 Prnvinsi 

PER;.TURAN 
KA8UPATEN 
r(AGUPATEN 
UT 

GUBERNUR TENTANG UPAH MiN!~JIUf\fl 
(UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL 

(UMSK) TAHUN 2009 DI KABUPATEN BARITO 

Pasal1 

Menetapkan UMK dan UMSK Tahun 2009 di Kabupaten Barito Utara, 
dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini. 

Pasal2 

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMK dan 
Urv1S1( yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau 
menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalarn 
Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nornor Per-01/Men/1999 
tangga! 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum. 



Pasal 3 

Bahwa bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 Tahun keatas 
UMK/UMSK yang baru adaiah upah pekerja lama yang diterima 
ditambah selisih UMK/UMSK yang baru Tahun 2009 dengan 
UMK/UMSK yang lama Tahun 2008. 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Janwari 2009. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah. I 

Ditetapk~f j Palangka Raya 
pada ta ggal 10 Pebruaxi 2009

1 

I --- 1 
AGUSTH'•fTERAS t<ARAt1~ 

: \ 1 
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Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 10 li'ebruari 2009 

\ 
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SEKRET ARIS DAE RAH 
PROVINS! KAUMANTAN TENGAH, /~a-
~-

THAMPUNAH SINSENG 

A DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR 2 TAHUN 2009 
TANGGAL 10 FEBRUARI 2009 

UPAH f\i'11N!MUr,,1 KABUPATEN (UMK} 
DAN UPAM MINl1'.i!Ur'.ii SEKTORAL KABUPATEN (Ult.~SK) T UN 200G 

Di KABUPATEN BARITO UTARA. 

L U 

LAMA BARU 
KABUPATEN Sebulan (Rp.) Sebulan (Rp. 

1. BARITO UTARA 788.644,- 895.338,-

n. UP/s.H MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) 

NO. 

'i . 

4. 

5. 

NAMA SEKTORAL 

Sektor Pertanian, Peternakan, 
Perikanan, Kehutanan 

(12) Perkebunan dan Hutan 
Tanaman industri (HTI) 

(15200) Penebangan Kayu (Logging) 

Sektor lndustri Pengolahan 

Sektor Bangunan 

Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Sel<tor Jasa 

Sektor Ustrik, Gas dan Air 

.. ..--~,,- ._..,... 

,,•J~;;,'"~,,~:;,: 
',,·'· ' 

""; J"" 

LAMA BARU 
Sebulan {Rp.) Sebulan (Rp.) 

867.72f.!,-

867.728,-

848.007,-

907.171,-

867.728,-

848.007,-

940.105,-

958.012,-

940.105,-

966.965,-

966.965,-

940.105,-

940.105,-

ALIMANTAN TE GAH, 

ERAS NAR 




